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Abstrak 
 

Tahanan yang menempuh kejahatan di Badan Sosialisasi, pada hakikatnya sepanjang 
menempuh kejahatan, sudah kehabisan independensi buat beraksi, maksudnya tahanan 
yang berhubungan cuma bisa berkiprah di dalam Badan Sosialisasi saja. Wujud perlakuan 
dituangkan dalam upaya Badan Sosialisasi atau Rutan buat membina tahanan, buat 
memahami diri sendiri, alhasil bisa mengubah diri sendiri jadi lebih bagus, jadi positif tidak 
lagi melaksanakan perbuatan kejahatan ataupun meningkatkan diri sendiri jadi orang yang 
lebih bermanfaat untuk negeri, agama, serta keluarganya. Tahap tahap yang ditempuh oleh 
Badan Sosialisasi buat menghindari terbentuknya klise kesalahan sebagimana sudah 
dipaparkan dimuka merupakan lewat pembinaan salah satunya berupa asimilasi rumah 
yang ditujukan untuk narapidana lanjut usia. Dalam riset ini, pengarang mempraktikkan tata 
cara kualitatif yang dilakukan bersumber pada riset pustaka. Dengan Pelaksanaan 
pembinaan narapidana ini adalah untuk pencegahan terjadinya pengulangan kehajatan. 
Dengan demikian Narapidana yang lanjut usia ini dapat memperoleh HAM walaupun ada di 
Lembaga Pemasyarakatan. 
 
Kata Kunci : Lanjut Usia, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan 
 

Abstract 
 

Prisoners who commit crimes in the Socialization Agency, in essence, while committing a 
crime, have run out of independence to act, meaning that the prisoners concerned can only 
take part in the Socialization Agency. The form of treatment is manifested in the efforts of the 
Socialization Agency or Detention Center to foster prisoners, to understand themselves, so 
that they can change themselves for the better, so positive that they no longer commit 
crimes or develop themselves into people who are more beneficial to the country, religion, 
and their families. . The steps taken by the Socialization Agency to avoid the formation of 
clichés of mistakes as described earlier are through coaching, one of which is in the form of 
house assimilation aimed at elderly prisoners. In this research, the author practices 
qualitative procedures based on library research. The implementation of this prisoner 
training is to prevent the recurrence of crimes. Thus, these elderly convicts can obtain 
human rights even though they are in the Correctional Institution. 
 
Keywords: Elderly, Prisoners, Correctional Institution 
 
PENDAHULUAN 

Sistem sosialisasi membenarkan berartinya kedudukan dan warga dalam cara 
pembinaan tahanan. Pembinaan tahanan ialah bagian yang tidak terpisahkan dalam cara 
penguatan hukum. Sistem sosialisasi diselenggarakan dalam bagan membuat masyarakat 
Binaan sosialisasi supaya jadi orang selengkapnya, mengetahui kekeliruan, membenarkan 
diri, serta tidak mengulangi perbuatan kejahatan alhasil bisa diperoleh kembali oleh area 
warga, bisa aktif berfungsi dalam pembangunan, serta bisa hidup dengan cara alami selaku 
masyarakat yang bagus serta bertanggung jawab. Dan, berperan mempersiapkan 
masyarakat Binaan sosialisasi supaya bisa bergabung dengan cara segar dengan warga, 
alhasil bisa berfungsi kembali selaku badan warga yang leluasa serta bertanggung jawab. 
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Perihal ini cocok dengan Artikel 9 UU Nomor. 12 Tahun 1995 mengenai Sosialisasi yang 
mengatakan kalau dalam bagan penajaan pembinaan serta pembimbingan masyarakat 
Binaan sosialisasi, Menteri bisa melangsungkan kerjasama dengan lembaga penguasa 
terpaut, badanbadan kemasyarakatan yang lain ataupun perorangan yang kegiatannya 
bersamaan dengan penajaan sistem sosialisasi. Kedudukan dan warga yang memiliki 
kemampuan dalam aspek penerapan aktivitas kegiatan amat diperlukan untuk mendukung 
kesuksesan dari program pembinaan yang sudah didetetapkan. 

Dalam melaksanakan pembinaan kepada tahanan dibutuhkan program pembinaan 
yang mendukung ke arah integrasi dengan warga. Semua cara pembinaan tahanan 
sepanjang cara sosialisasi ialah satu kesatuan yang integral untuk mengarah pada tujuan 
mengembalikan tahanan ke warga leluasa dengan bekal keahlian( psikologis, raga, 
kemampuan, keahlian, sebisa bisa jadi keuangan serta modul) yang diperlukan buat jadi 
masyarakat negeri yang bagus serta bermanfaat. 

Asimilasi merupakan cara pembinaan tahanan serta anak ajar sosialisasi yang 
dilaksanakan dengan membaurkan tahanan serta anak ajar sosialisasi dalam kehidupan 
warga. Badan Sosialisasi Terbuka dengan cara spesial melakukan pembinaan sambungan 
kepada tahanan pada langkah Asimilasi ialah dengan era kejahatan antara½ hingga dengan 
2 atau 3 dari era kejahatan yang wajib dijalani oleh tahanan yang berhubungan. 

Bagi informasi yang didapat dari Dirjen Sosialisasi tahun 2019 jumlah tahanan lanjut 
usia( lanjut usia) merupakan 4. 755 orang jumlah ini lalu bertambah dari tahun ketahun, nilai 
yang amat besar apabila terletak di Badan Sosialisasi serta Rumah Narapidana Negeri, 
tingginya Tahanan lanjut usia dimaksud apalagi jumlah nilai impian hidup dimasyarakat terus 
menjadi bertambah alhasil berakibat lurus kepada jumlah Narapidan lanjut usia di Badan 
sosialisasi. 

Sosialisasi jadi ceruk terakhir dalam cara penyelenggaran pemidaana di indonesia, 
pada cara Integrated Criminal Justice Sytem( ICJS) sosialisasi jadi badan tempat pelaksaan 
kejahatan didapat dari tutur masyarakatan ialah memansyarakatan kembali para pelanggar 
hukum dalam perihal ini sosialisasi jadi tempat berarti buat membina para pelanggar hukum. 
Badan sosialisasi bukan lagi Bui yang dimaksud selaku tempat pelunasan kesalahan 
melainkan tempat membina jadi wujud orang yang lebih bagus mengetahui kesalahannya 
serta tidak hendak mengulangi. 

Badan Sosialisasi ataupun LAPAS merupakan badan yang ditunjuk penguasa negeri 
Indonesia buat melakukan program pembinaan untuk para pelanggar hukum dengan bawah 
hukum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Sosialisasi, 
didefinisikan ada 2 tujuan yang bisa didapat dari terdapatnya program pembinaan untuk 
masyarakat Binaan sosialisasi itu antara lain, awal merupakan sosialisasi berusaha buat 
menyadarkan sikap yang dicoba itu salah, memperbaiki retaknya ikatan dampingi 
masyarakat Binaan dengan masyarakatan, menyadarkan aksi supaya tidak mengulanginya 
lagi, Kedua merupakan membenarkan watak tabiat kurang baik dari pelakon perbuatan 
kejahatan yang lagi menempuh era kejahatan perihal ini amat cocok dengan Hukum No 12 
Tahun 1995 artikel 2. 

Dalam pelaksaan pembinaan Badan Sosialisasi melakukan 2 program pembinaan 
ialah program pembinaan karakter serta program pembinaan independensi, Program 
pembinaan kepribadiaan akrab kaitannya dengan mengganti tabiat kurang baik dari pelakon 
pelanggar hukum serta membina akhlah tindakan serta psikologis, Sebaliknya program 
pembinaan independensi dimaksud program buat membagikan keahlian untuk masyarakat 
Binaan supaya kala slesai menjali kejahatan memiliki kemampuan serta keahlian yang 
sesuai dijadikan bekal hidup esok, Kedudukan Badan Sosialisasi ini ialah buat sediakan alat 
serta prasana dalam mendukung program pembinaan independensi serta pula membina 
serta mendampingi cocok atensi serta kemampuan yang terdapat di Badan Sosialisasi 
Sistem sosialisasi pada dasarnya telah terdapat semenjak tahun 1964 di Ceduk Bandung 
pada momen pergantian sistem kepenjaraan jadi sosialisasi. 

Pada tahun 1995 cara penerapan serta perlengkapan hukum pendukung 
kesimpulannya terealisasikan dengan disahkannya Hukum No 12 Tahun 1995 mengenai 



ISSN: 2614-6754 (print)          
ISSN: 2614-3097(online) 

Halaman 8319-8326 
Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022 

 

 

 Jurnal Pendidikan Tambusai 8321 

 

Sosialisasi. Tujuan dari sistem sosialisasi ini buat membina serta ceria orang buat jadi orang 
yang selengkapnya dengan mengetahui kesalahannya berusaha buat membenarkan diri 
serta tidak hendak mengulangi kesalahannya alhasil bisa kembali lagi dilingkungan 
masyarakatan serta turut dan dalam pembagunan negeri alhasil jadi masyarakat Negeri 
yang patuh serta taat pad hukum menempuh kewajibannya sebaiknya masyarakat negeri 
lain. 

Dengan begitu para pelanggar hukum ini hendak siuman kalau tiap sikap serta aksi 
yang hendak dikerjakannya esok amat akrab serta hendak beradu dengan norma- norma 
yang terdapat dimasyarakat alhasil dalam cara aktivitas bersosialisasi serta berhubungan 
didalam warga tidak hendak melaksanakan perbuatan kejahatan lagi. 

Dalam cara berjalannya sistem sosialisasi hadapi kemajuan membidik koreksi 
program pembinaan, salah satunya merupakan perlakuan kepada Tahanan serta 
Narapidana Lanjut Usia, ini diarahkan dengan terdapatnya sokongan dari ICRC New York 
yang membagikan lampu hijau dalam cara pembentukannya Standart International cara 
pembinaan serta perlakuan terhadapt Lanjut usia. Dalam Hukum No 13 tahun 1998 yang 
dibilang Lanjut usia merupakan era orang yang telah tiba baya 60 tahun, alhasil pada 
jenjang ini Lanjut usia hadapi penyusutan guna badan aksi badan serta memperlukan 
keinginan spesial buat lalu bertahan hidup. 

Bagi informasi yang didapat kalau dalam Badan Pemasyarakan serta Rumah 
Narapidana Negeri menggapai 4. 755 masyarakat Binaan yang tercantum kalangan lanjut 
usia ini ialah nilai yang lumayan besar alhasil perlunya upaya buat mendapatkan program 
serta sistem yang cocok buat pengajar masyarakat Binaan ini, alhasil tidak hendak jadi 
permasalah yang hendak mencuat dikemudian hari dengan melonjaknya jumlah masyarakat 
Binaan lanjut usia, janganlah hingga pada langkah baya 60 keatas masyarakat Binaan 
diperlakukan semacam masyarakat Binaan pada biasanya sebab pada dasarnya merka 
membutuhkan keinginan spesial terlebih lanjut usia yang bermukim di dalam Lapas ataupun 
Rutan. 

Bila ditinjau dari kasus yang terdapat semacam overcrowding serta overcapasitas di 
dalam lapas hingga tahanan lanjut usia ini jadi golongan rentan sebab merendahkan guna 
raga serta kesehatan alhasil diperlukannya keinginan spesial, meski dengan cara spesial 
dalam peraturan perundang undang belum dituturkan terdapatnya program pembinaan yang 
pas namun dalam badan barisan sosialisasi telah mulai membenarkan serta membuat 
regulasi yang bagus serta betul semacam usahanya dalam membuat Jakarta stetement( 
Jakarta Rules) yang esoknya hendak mengubah sistem yang telah terdapat jadi lebih bagus 
lagi untuk sebagian golongan yang rentan tahanan serta narapidana lanjut usia. 
 
METODE PENELITIAN 

Dalam cara penulisam harian ini tata cara yang dipakai merupakan kualitatif yang 
bertabiat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang ajakan yang legal di Indonesia. 
Riset ini hendak membutuhkan informasi pokok selaku informasi penting disamping 
informasi inferior yang dipakai( Efendi dan Ibrahim, 2016). Dalam cara tata cara deskirptif 
bermaksud buat mengambarkan situasi jelas alun- alun dalam mendapatkan informasi 
dengan permasalahan, pertanda, kenyataan, serta insiden yang diterima dengan cara 
mendalam alhasil bisa didapat informasi yang asi. Peraturan perundang ajakan pula jadi 
bawah dalam cara riset dimana bertujutuan buat mengamati peraturan yang telah terdapat 
dengan kebijaksanaan yang legal di lapangan. 

Dalam cara pemantauan pelacak informasi yang mendalam bisa diambilnya informasi 
serta akta yang mendukung keberhasil dari riset ini alhasil hendak memudahkan analisa 
serta pengerjaan informasi. Tata cara riset deskiptif serta pemantauan ini hendak 
mengambarkan permasalahan yang terdapat di Badan Sosialisasi pada biasanya selaku 
lokus penting dalam riset ini Dalam harian ini bermaksud buat mengenali aktivitas program 
pembinaan Asimilasi rumah untuk tahanan lanjut usia yang telah legal. 
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PEMBAHASAN 
Badan Sosialisasi merupakan suatu badan yang terletak dibawah Departemen Hukum 

serta Hak Asas Orang dimana jadi tempat pelaksaan kejahatan untuk para pelanggar 
hukum, Sejatinya rancangan Sosialisasi lalu bertumbuh dari tahun ketahun dengan hadapi 
koreksi pada dikala dirubahnya sistme kepenjaraan jadi sistem sosialisasi pada tahun 1965 
yang dipelopori oleh menteri peradilan pada dikala itu Saharjo yang melaporkan apalagi 
pangkat kepenjaraaan bukan lagi melakukan ganjaran melainkan tugasnya hendak jauh 
lebih berat ialah mengembalikan orang orang yang sudah melanggar hukum supaya bisa 
kembalgi lagi didalam masyarakatan dengan sesuatu system yang diucap sosialisasi( Irwan 
dan Widiarty, 2008). 

Cara dalam pembinaan masyarakat Binaan sosialisasi terlah tertuang di dalam Hukum 
Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 mengenai Sosialisasi, dengan artikel 5 yang muat 
cara sitem pembinaan didalam badan sosialisasi dengan bersumber pada dasar : 
1. Pengayoman 
2. Pertemuan perlakuan serta pelayanan 
3. Pendidikan 
4. Pembimbingan 
5. Hidmat derajat serta derajat manusia 
6. Kehabisan kemenerdekaan ialah satu satu penderitaan 
7. Terjaminnya hak buat senantiasa berkaitan dengan keluarga 

Dalam cara pelaksaannya pembinaan WBP wajib senantiasa memajukan dari bagian 
koreksi serta mengutamakan pelakon, alhasil diharapakan sehabis memperoleh pembinaan 
didalam badan sosialisasi masyarakat Binaan bisa berguna didalam warga serta turut dan 
membuat negeri, output yang diterima sehabis menempuh era kejahatan di LAPAS 
merupakan pergantian sikap serta terdapatnya asa kemanfaatan untuk warga. 

Dengan cara biasa, dalam perihal ini bisa didapat kalau, bagian prevensi spesial 
ataupun special lebih didepankan dari bagian prevensi biasa ataupun general yang mana 
ialah tujuan dari terdapatnya cara pemidaan. Usia orang yang telah tiba diusia 60 ke atas 
lazim diucap dengan baya lanjut usia dengan diisyarati dari cara perkembangan yang telah 
menyudahi serta hadapi cara penuaan ataupun penyusutan dari guna raga badan badan. 
Seluruh insan hidup hendak hadapi cara penuaan sebab didalam daur kehidupan ada 
jenjang ini serta tidak bisa dipungkuri lagi, cara setalah hadapi penuaan merupakan terus 
menjadi menyusutnya ketidakmampuan badan badan buat menempuh kegiatan sehinnga 
hendak banyak mencuat penyakit yang melanda yang berikutnya hendak meninggal dunia. 

Badan sosialisasi selaku sesuatu badan yang membagikan jasa khalayak tidak lain 
merupakan para pelanggar hukum pula tidak dibantah ada tahanan lanjut usia didalammnya 
alhasil diperlukannya keinginan spesial buat membinaannya. Pada Badan Sosialisasi aparat 
sudah mengawali membagi serta membagikan atensi spesial, berbentuk kamar yang 
dikhususkan buat tahanan lanjut usia, membagikan program optimalisasi pembinaan 
dengan cara intensif yang cocok, serta pula membagikan perhatian yang maksimal untuk 
tahanan lanjut usia. 

Dikala juri menjatuhkan putusan pada seseorang tahanan, hingga hakhaknya selaku 
masyarakat negeri hendak dibatasi. Cocok Hukum Sosialisasi No 12 Tahun 1995 mengenai 
Sosialisasi, yang Seimbang: Harian Hukum Vol. 8 Nomor. 1 dibilang tahanan merupakan 
tahanan yang menempuh kejahatan lenyap kebebasan di badan sosialisasi. Walaupun 
tahanan itu kehabisan kemerdekaannya, namun hak- hak tahanan wajib senantiasa 
dilindungi cocok dengan ketentuan yang legal. 

Sepanjang tidak terdapat determinasi lain, pemberian hak untuk tahanan itu wajib 
dilaksanakan pada waktunya sehabis penuhi persyaratan- persyaratan yang sudah 
diresmikan. Tiap tahanan sepanjang melaksanakan kejahatan berkuasa untuk: 
1. Melangsungkan ikatan dengan cara terbatas dengan pihak luar 
2. Mendapatkan remisi 
3. Mendapatkan cuti 
4. Mendapatkan asimilasi 
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5. Mendapatkan bebas bersyarat 
Terjaminnya hak buat berkaitan dengan keluarga serta banyak orang khusus merupakan 

meski masyarakat Binaan sosialisasi terletak di LAPAS, namun wajib senantiasa didekatkan 
serta dikenalkan dengan warga serta tidak bisa diasingkan dari warga dalam wujud 
kunjungan, hiburan ke dalam warga LAPAS dari badan warga yang leluasa, serta peluang 
terkumpul bersama kawan serta keluarga semacam program kelepasan mendatangi 
keluarga. Buat melakukan pembinaan nariapidana begitu juga digariskan dalam 10 prinsip 
begitu juga digariskan dalam 10 prinsip sosialisasi, pada bertepatan pada 8 Februari 1965 
dikeluarkan pesan brosur Nomor. K. P. 10. 13 atau 3 atau 1 mengenai Sosialisasi selaku 
cara. Dalam brosur ini dikemukakan kalau pembinaan tahanan berusia dicoba lewat 4 
langkah pembinaan, ialah: 
1 Tahap awal, kepada tiap tahanan yang masuk di Lapas dilaksanakan riset buat 

mengenali seluruh perihal mengenai dirinya, tercantum sebabsebab beliau 
melaksanakan pelanggaran serta seluruh penjelasan hal dirinya yang bisa didapat dari 
keluarga, sisa tuan ataupun atasannya, sahabat kegiatan, korban dari perbuatannya, 
dan dari kewajiban lembaga lain yang sudah menanggulangi perkaranya. Pembinaan 
semacam ini diucap pembinaan langkah dini, dimana aktivitas era observasi riset serta 
identifikasi area buat memastikan pemograman penerapan program pembinaan karakter 
serta independensi yang waktunya diawali pada dikala yang berhubungan berkedudukan 
selaku tahanan hingga dengan sepertiga dari era pidananya. Pembinaan pada langkah 
ini sedang dicoba dalam lapas serta pengawasannya maksimal. 

2 Tahap kedua, bila cara pembinaan kepada tahanan sudah berjalan paling lama 
sepertiga dari era kejahatan yang sesungguhnya serta bagi Regu Pengamat Sosialisasi 
telah digapai lumayan perkembangan, antara lain membuktikan keinsyafan, koreksi, 
patuh serta taat pada peraturan serta aturan teratur yang legal di Badan, hingga pada 
tahanan yang berhubungan diserahkan independensi lebih banyak serta ditempatkan 
pada Badan Sosialisasi lewat pengawasan biasa security. 

3 Tahap ketiga, bila cara pembinaan kepada tahanan sudah dijalani seperdua era 
kejahatan yang sesungguhnya serta bagi Regu Pengamat Sosialisasi sudah digapai 
lumayan kemajuan- kemajuan, bagus dengan cara raga ataupun psikologis serta pula 
bidang keterampilannya, hingga media cara pembinaannya diperluas dengan Asimilasi 
yang penerapannya terdiri dari 2 bagian. Yang awal waktunya diawali semenjak 
berakhirnya langkah dini hingga dengan separuh dari era pidananya. Pada langkah ini 
pembinaan sedang dilaksanakan di dalam Lapas serta pengawasannya telah merambah 
langkah biasa security. Langkah kedua diawali semenjak berakhirnya era sambungan 
awal hingga dengan 2 per 3 era pidananya. Dalam langkah sambungan ini tahanan 
diserahkan Pembebasan Bersyarat serta Kelepasan Menjelang Leluasa dengan 
pengawasan minimal security. 

4 Tahap keempat, bila cara pembinaan sudah dijalani 2 per 3 dari era pidananya yang 
sesungguhnya ataupun sedikitnya 9 bulan. Pembinaan ini diucap pembinaan langkah 
akhir, ialah aktivitas berbentuk pemograman serta penerapan program integrasi yang 
diawali semenjak berakhirnya langkah sambungan hingga dengan berakhirnya era 
kejahatan dari tahanan yang berhubungan. Pembinaan pada langkah ini kepada 
tahanan yang penuhi ketentuan diserahkan Kelepasan Menjelang Leluasa ataupun 
Pembebasan Bersyarat serta pembinanya dicoba di luar Lapas oleh Gedung Sosialisasi( 
BAPAS) yang setelah itu diucap Pembimbingan Konsumen Sosialisasi. Pembimbingan 
merupakan pemberian desakan buat tingkatkan mutu ketakwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Satu, intelektual, tindakan serta sikap professional kesehatan badan serta rohani 
konsumen sosialisasi. 

Dari hak- hak itu di atas, hingga yang hendak periset uraikan merupakan mengenai 
Asimilasi. Asimilasi sesungguhnya di tiap Badan Sosialisasi itu terdapat. Selaku ilustrasi, 
dahulu di Badan Sosialisasi Cipinang terdapat rumah ladang. Di ladang itu mereka bertugas. 
Sehabis bertugas mereka tidak kembali ke selnya, namun mereka bermukim di rumah 
ladang itu yang memanglah terencana dibentuk untuk mereka yang hingga pada langkah 
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Asimilasi. Tetapi lama kelamaan rumah ladang itu tidak terdapat lagi, sebab mulai dibentuk 
bangunan Badan Sosialisasi, buat menampung narapidana- narapidana yang telah 
menemukan tetapan yang berkemampuan hukum senantiasa. 

Walaupun Asimilasi sudah dipastikan dalam Hukum RI No 12 Tahun 1995 mengenai 
Sosialisasi, namun tidak seluruh tahanan bisa melakukan Asimilasi pada badan sosialisasi. 
Tahanan wajib penuhi ketentuan serta administratif dan mendapatkan persetujuan dari regu 
pengamat sosialisasi lapas serta kepala lapas. Program pembinaan Asimilasi serta 
reintegrasi dicoba dalam bagan pembinaan tahanan yang beriorientasi pada warga, ialah 
terwujudnya area pembinaan yang melukiskan sistem angka yang legal di warga. 

Buat bisa menjajaki program Asimilasi tiap tahanan wajib penuhi determinasi khusus. 
Program Asimilasi ini cuma diperuntukkan untuk tahanan yang dikenakan kejahatan satu 
tahun ataupun lebih dari satu tahun ataupun sebagian tetapan majelis hukum, serta bisa 
diiringi sehabis tahanan itu menempuh separuh era kejahatan sehabis dikurangi era 
narapidana serta remisi dihitung semenjak bertepatan pada penangkapan. Tidak hanya itu, 
tahanan wajib menampilkan pemahaman serta penyanggahan kekecewaan ataupun 
kekeliruan yang menimbulkan beliau dijatuhi kejahatan, wajib menampilkan kemajuan budi 
akhlak serta akhlak positif, sukses menjajaki program aktivitas pembinaan dengan giat serta 
bergairah, dan tidak sempat menemukan ganjaran patuh setidak- tidaknya sepanjang 9 
bulan terakhir. 

Tidak hanya itu pemberian Asimilasi tidak cuma di bagikan pada tahanan terdapat 
sebagian ketentuan yang wajib di memenuhi oleh tahanan bersumber pada Peraturan 
Menteri Hukum serta Ham RI No 3 Tahun 2018 artikel 44 ialah:  
1. Asimilasi bisa diserahkan pada Narapidana 
2. Tahanan yang bisa diserahkan Asimilasi begitu juga diartikan Bagian( 1) wajib penuhi 

syarat: 
a. Bertingkah laku bagus dibuktikan dengan tidak lagi menempuh ganjaran patuh dalam 

kurun durasi 6( 9) bulan terakhir; 
b. Aktif menjajaki program pembinaan dengan bagus; 
c. Sudah menempuh 1 atau 2( satu per 2) era pidana. 

Ketentuan pemberian Asimilasi begitu juga diartikan dalam artikel 44 dibuktikan 
dengan menyertakan akta bersumber pada artikel 46: 

3. Duplikat cuplikan tetapan juri serta informasi kegiatan penerapan tetapan majelis hukum; 
4. Fakta sudah melunasi beres kompensasi serta duit pengganti cocok degan tetapan 

majelis hukum; 
5. Informasi kemajuan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LAPAS 
6. Informasi riset kemasyarakatan yang terbuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang 

dikenal oleh Kepala Bapas; 
7. Kopian register F dari Kepala LAPAS; 
8. SalinandaftarperubahandariKepalaLAPAS; 
9. Pesan statment dari Tahanan tidak hendak melarikan diri serta tidak melaksanakan aksi 

melanggar hukum; Pesan agunan kemampuan dari pihak Keluarga, ataupun orang tua, 
ataupun badan sosial, ataupun lembaga penguasa, ataupun lembaga swasta, ataupun 
yayasan yang diketahiui oleh lurah ataupun kepala dusun ataupun julukan lain yang 
melaporkan. 

10. Tahanan yang tidak melarikan diri serta tidak melaksanakan perbutan melanggar 
hukum; serta Menolong dalam membimbing serta memantau Tahanan sepanjang 
menjajaki program Asimilasi. 
Ada pula aturan metode pemberian Asimilasi untuk masyarakat Binaan. 

1. Pemberian Asimilasi dilaksanakan lewat sistem data sosialisasi. 
2. Sistem data sosialisasi sebagaiamana diartikan ialah sistem data sosialisasi yang 

terintregrasi antara bagian penerapan teknis sosialisasi, Kantor Area dengan Direktorat 
Jendral. 

Aplikasi Asimilasi pada dasarnya dilaksanakan bersumber pada dalam Peraturan 
Menteri Hukum serta HAM RI No 3 Tahun 2018 mengenai Ketentuan Serta Aturan Metode 
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Pemberian Remisi, Asimilasi, Kelepasan Mendatangi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, 
Kelepasan Menjelang Leluasa, serta Kelepasan Bersyarat dan begitu juga diganti lewat 
Peraturan Menteri Hukum serta HAM Republik Indonesia No 18 Tahun 2019 mengenai 
Pergantian Atas Peraturan Menteri Hukum Serta Hak Asas Orang No 3 Tahun 2018 
Mengenai Ketentuan Serta Aturan Metode Pemberian Remisi, Asimilasi, Kelepasan 
Mendatangi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Kelepasan Menjelang Leluasa, Serta 
Kelepasan Bersyarat yang mengubah Artikel 17, 18, 19, 34, 35, 139, serta Artikel 143 pada 
peraturan Menteri tadinya. 

Dalam peraturan Menteri itu dipaparkan kalau Asimilasi bisa dilaksanakan dengan 
cara dalam ialah dilaksanakan di dalam Lapas atau eksternal ialah dengan mengaitkan 
pihak ketiga ataupun berekanan dengan pihak luar. Tetapi, dalam penerapan Asimilasi yang 
dicoba di luar ataupun mengaitkan pihak ketiga terdapat sebagian atauran tercatat yang 
mengatakan kalau 1) Tahanan serta Anak yang lagi melaksanakan Asimilasi di luar Lapas 
atau LPKA dilaksanakan dalam durasi sangat lama 9( 9) jam dalam satu hari tercantum 
durasi dalam ekspedisi, serta 2) Asimilasi begitu juga diartikan pada bagian( 1) tidak bisa 
dilaksanakan pada hari pekan ataupun hari prei nasional. 

Pada peraturan itu sudah dituturkan bentang durasi dari penerapan Asimilasi yang 
dicoba di luar ataupun di dalam Lapas ialah sepanjang 9( 9) jam, perihal itu ialah bawah 
buat bentang durasi penerapan Asimilasi di luar. Di sisi itu dituturkan dalam Artikel 62 
bagian( 1) kalau Asimilasi untuk Tahanan serta Anak bisa dilaksanakan dalam wujud 
aktivitas pembelajaran, bimbingan keahlian, aktivitas kegiatan sosial, serta pembinaan yang 
lain di area warga. Pembinaan yang lain di area warga itu bisa jadi bawah untuk 
menginterasikan tahanan ke tengah area warga. Dalam Asimilasi Tahanan dilaksanakan di 
rumah dengan pembimbingan serta pengawasan Bapas. 

Pembimbingan juga wajib senantiasa bersumber pada ketentuan serta bawah yang 
dicoba oleh Pembimbing Kemasyarakatan Gedung Sosialisasi lewat pesan brosur Direktorat 
Jendral Sosialisasi No: PAS- 516. PK. 01. 04. 06 Tahun 2020 mengenai Metode Penerapan 
Peraturan Menteri Hukum serta HAM Indonesia No 10 Tahun 2020 Mengenai Ketentuan 
Pemberian Asimilasi Serta Hak Integrasi Untuk Tahanan Serta Anak. 

Pembinaan yang dilaksanakan untuk para tahanan lanjut usia wajib memajukan 
aktivitas yang berkaitan dengan pembinaan kejiwaan serta psikologis alhasil pembinaan ini 
hendak gampang dicoba oleh tahanan lanjut usia dengan mencermati keinginan raga yang 
dibutuhkan selaku ilustrasi pembinaan independensi pembuatan furnitur yang menginginkan 
tenaga raga yang besar serta prima hingga program ini tidak sesuai untuk tahanan lanjut 
usia dilain bagian program pembinaan independensi semacam melekatkan, Agrobisnis serta 
Pembuatan Handicraf tergolongan dalam pembinaan yang tidak melimpahkan situasi raga 
dari tahanan lanjut usia, disisi lain pembinaan kemandirain hendak mengahasilkan bonus 
yang amat bermanfaat dalam mendukung kehidupan narapidan lanjut usia di Lapas. 
 

SIMPULAN 

Pembinaan untuk tahanan lanjut umur wajib dilaksanakan dengan cara tertata serta 

merujuk pada hukum yang telah ditetepkan alhasil hendak mencermati keinginan yang 

dibutuhkan alhasil bermacam berbagai cara pembinaan serta jasa bisa diserahkan sebaik- 

baiknya sebab dengan pertimbanagan situasi raga yang telah menyusut. Dari sebagian 

lapas terbuka di Indonesia belum mengoptimalkan aktivitas pembinaan untuk tahanan lanjut 

usia dengan bagus, sepatutnya pembinaan supaya berakibat pada membagikan khasiat 

untuk keberlangsungnya hidup, kehidpan serta nafkah untuk tahanan lanjut umur. 

Bersumber pada pemantauan yang dicoba pembiaan independensi yang sesuai untuk 

narapidan lanjut usia merupakan Program aktivitas membordir dimana aktivitas ini tidak 

hendak mengganggu situasi raga dari tahanan serta bisa dicoba bila saja hasil yang didapat 

pula bisa membagikan bonus untuk tahanan lanjut usia. 
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